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BUPATI BANVUASIN 
PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANYUASIN 
NOMOR Il l TAHUN 2021 

TENTANG 

STANDAR BIAYA 
TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUH:\N YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUASlN, 

a. bah\\a dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan 
Presiden No mor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional, Kepala Daerah menetapkan 
harga satuan untuk perencanaan dan pelaksanaan 
anggaran pendapatan dan belanja daerah; 

b. bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 
tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah 
dapat menetapkan standar harga satuan selain satuan 
biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri , 
rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor, pen gadaan 
kendaraan dinas, dan pemeliharaan yang telah diatur 
dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020. 

c. bahwa Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 207 Tahun 
2020 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2.021 sudah 
tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan selanjutnya perlu 
diganti: 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a , huruf b dan huruf c, perlu menet:apkan 
Peraturan Bupat1 tentang Standar Biaya Tahun 
Anggaran 2022 . 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang 
Pembentu.kan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 181); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daera.h (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Nornor 4438); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 ten tang Tata 
Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap 
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5934 J; 

5 . Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2017 Lenta ng Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan da n Anggola Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Re publik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

6 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6322); 

7. Perat uran Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah (Lemba ran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2018 tentan g Pengadaan barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
63); 

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

9 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi 
Pejabat/ Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam 
Negeri , Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota 
Dewan Perv:akilan Rakyat Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 l Nomor 60); 

10.Pcraturan Menteri Keuangan Nornor 113/ PMK.05/ 20 12 
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat 
Negara, Pegawai Negcri , dan Pegawai Tida k Tetap (S erita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 
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11. Peraturan Melen Energi dan Sumber Daya Minera l Nomor 
1 Tuhun 2013 ten tang Pengenda lian Penggunaan Baha n 
Bakar Mi nyak (Serita Negera Republik Indonesia Tahun 
20 13 Nomor 3); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 19 Tahun 20 16 
tcntang Pcdoman Pengelolaan Ba ra ng Milik Daera h (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) ; 

13. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, da n Nomenklatur 
Perencanaan Pemba ngunan dan Keuangan Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 144 7); 

14. Pera tura n Menteri Da lam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tenta ng Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Bela nja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan 
Baha n Bakar Minyak (Serita Negara Republik Indonesia 
Ta h un 2012 Nomor 555) ; 

16. Pcraturan Daera h Nomor 18 Tahun 2016 ten tang 
Pembentukan dan Susunan Perangkal Daera h (Lembara n 
Daera h Ka bupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabu pa ten Ba nyu asin Tahun 
2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan 
Pera turan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Pe ru ba ha n Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 
20 16 ten ta ng Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lemba ra n Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 
2 020 Nomor 3) ; 

17 . Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 
125 Tahun 20 16 ten tang Perjalanan Dina s Di 
Lingkungan Pemerintah Banyuasin (Serita Daerah 
Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 26). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAVA TAHUN 
ANGGARAN 2022. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Da lam Peraturan Bupati ini yang d ima ksu d dengan : 

1. Kabupaten adala h Ka bupa ten Ba nyuasin. 

2. Pemerintah Ka bu paten adalah Pemerintah Kabupaten 
Banyuasin . 
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3 . Bupati adalah Bupati Banyuasin. 

4. Wakil Bupali a dalah Wakil Bupati Banyuasin. 

5 . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah DPRD Ka bupaten Ba nyu asin. 

6 . Rencana Kerja Angga ran Satuan Perangkat Kerja Daerah 
yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dok umen 
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 
penda patan, ren cana belanja program/ non program dan 
kegiatan / non kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan 
sebagai dasar penyusuna n APBD. 

7. Standar Biaya a da la h satuan biaya yang ditetapkan baik 
berupa Standar 8 1aya Masu kan maupun Standar Biaya 
Kcluaran berupa harga sa tua n , tarif, dan indeks yang 
ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen dan 
sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam 
RKA-SKPD; 

8 . Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang 
selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan 
pertanggung jawaban Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran atas penggunaan jenis satuan biaya 
di luar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah 
Kabupaten. 

BAB II 

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2022 

Pasal 2 

(1) Standar Biaya Tahun Anggaran 2022 berfungsi sebagai 
pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan 
dalam RKA-SKPD berbasis kinerja Tahun Anggaran 2022. 

(2) Fungsi Standar Biaya Tahun Anggaran 2022 sebagai 
acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
besa ran biaya da lam penyusunan RKA-SKPD Tahun 
Anggaran 2022 . 

(3) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya 
Tahun 2022 berfungsi sebagai : 

a . batas tertinggi; atau 

b. cstimasi. 

Pasal3 

(1) Fungsi Standar Biaya Tahun Anggaran 2022 sebagai 
batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(3) huruf a, merupakan besaran biaya yang tidak dapat 
d ilampa ui; 
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(2) Fungsi Standar Biaya Tahun Anggaran 2022 sebagai 
estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) 
huruf b, merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui 
disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi 
anggaran dengan memperhatikan prms1p ekonomis, 
efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran atau sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undanga n . 

Pasal4 

(1) Standar Biaya Tahun Anggaran 2022 yang berfungsi 
sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (3) huruf a, tercantum dalam Lampiran I dan 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Pcraturun Bupati ini. 

(2) Standa r Biaya Tahun Anggaran 2022 berfungsi sebagai 
estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) 

huruf b, tercantum dalam Lampiran Ill dan Lampiran IV 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Perjalanan 
Dinas Jabatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/ 
Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pega wai Tidak 
Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten akan 
dijelaskan dalam Peraturan Bupati tersendiri. 

Pasal 5 

( 1) Standar Bia ya sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(3) telah termasuk pajak dan pungutan lainnya. 

(2) Ketentuan lebih lanju t mengenai Standar Biaya yang 
tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan 
dcngan Peraturan Bupati tcrsendiri . 

Pasal 6 

( 1) Dalam h al satunn bin.ya yang dibutuhkan untuk 
menyusu n Slandar ~iaya Tahun Anggaran 2022 tidak 
kn:~inLn. d..ilum Larnpiran I dan Larnpiran Ill Per,.uuran 
8 u pdtl in1, Sh'.PD dapat mcnggunakan snt uan b iaya lain 

yang d is t:< rLa i dengan Surat Pcrnyataan Tanggung Jawab 
Mutlak ya.ng ditandatangani oleh pengguna anggaran, 
termasuk satuan biaya pegawai pusat didasarkan pada 
ketentuan yang berlaku di Pemerintah Pusat, a pabila 
satuan biaya di Pemerintah Kabupaten lebih rendah. 



6 

(2) Surat Pernyataan Tunggung ,Jm,vab Mutlak (SPTJM) 
sebagaimana d imaksud pada ayat ! l) merupa kan bentuk 
per tanggu ngjawaba n Pengguna Anggaran atas 
penggunaan satuu n binya la innya. 

(3) Format Surat Pc rnyataan Tanggung Jawab :viutlak 
(SJ-YJ'J M/ sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum 
clalam Lam pira n V yang mcrupa kan bagian tidak 
tcrpisahkan dari Pcratura n Bupati ini . 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Pada saat Peraturan Bupat i ini mulai berlaku, Peraturan 
Bupati Banyuasin Nomor 207 Tahun 2020 tentang Standar 
Biaya Tahun Anggaran 202 1 (Serita Daerah Kabupaten 
Ba nyuasin Tahu n 2020 Nomor 207) dicabut dan dinyatakan 
t idak berlaku . 

Pasal8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 
2022 . 

Agar se1 1np .)rnnL; mcngctnhuinyt1, rnc rnc r in tuhkan 

pengundnngan Pera1u ran Bupali ini dengan penempata nnya 
dala m Berita Daerah Kabupaten Banyuasin. 

Ditetapkan di Pangkalan Balai 
pada tang · 2021 

IH.A 
Diundangkan di Pangkalan Balai 
pada tanggal . '\ 1 · • 2021 

J 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANYUASIN, 

~ 
H. M. SENEN HAR 

SERITA DA ERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHU N 2021 NOMOR 1
" 


